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DEALNYA, di sebuah negara di mana mayoritas terbesar dari penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia ini, maka negara itu sewajarnya adalah negara Islam. Dilihat dari segi tatakrama demokrasi sekalipun, wajar kalau Indonesia adalah negara Islam. Salah satu dari asas demokrasi adalah seperti yang diungkapkan dalam motto: “Fox populi fox dei.”  Suara rakyat adalah suara Tuhan. Apalagi jika dilihat dari segi kaidah maupun akidah Islam, Islam tidak mengenal adanya konsep pemisahan antara “church and state,” seperti dalam agama Kristen. Islam melihat akan kehidupan dunia dan agama sebagai sebuah totalitas yang tidak bisa dipisahkan.

Namun di Indonesia hal itu tidak terjadi. Kendati 80 % lebih dari  penduduknya beragama Islam, hanya sebahagian saja dari mereka yang menginginkan tegaknya negara Islam. Yang lain, sudah merasa puas dengan negara “bukan-bukan,” yang artinya, bukan sekuler, dan bukan pula religius, seperti yang katanya termaknai dalam semangat Pancasila itu. Tidak kurang dari tokoh-tokoh dedengkot NU dan Muhammadiyah sendiri yang mengatakan bahwa asas negara Pancasila adalah final dan tidak akan ada perubahan, atau tidak boleh ada perubahan. Ketika MPR membicarakan perlu-tidaknya perubahan atas pasal 29 ayat 1, yaitu yang berkaitan dengan dasar negara, pengakuan historis akan Djakarta Charter sajapun tidak diberi angin. Ketika itu hanya ada dua partai Islam yang menyuarakan perlunya “kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam” seperti yang ternukil dalam Djakarta Charter itu. Selebihnya ikut menolak bersama partai-partai nasional-sekuler lain, di samping ada yang dengan bahasa ambigu bermencak dengan kata-kata: “... dengan kewajiban melaksanakan syariat agamanya masing-masing.” Pada hal semua orang tahu bahwa konsep “separation of church and state” telah dianut oleh agama Kristen sejak zaman reformasi di Eropah dulu. 
